
GUBERNUR LAMPUNG 

KEPUTUSAN GUBERNl!R LAMPlfNG 
NOMOR: Gf /bb /IL03'HK/2011 

TENTANG 

PEMBENTliKAN DEWAN PEMBINA DAN TIM PENANGANAN tiNJlJI\, RA~A
 

BERKAITAN OENGAN KONFLIK DJ DAERAH
 
PRO" I1'lSI LAMPliNG TAHliN 2011
 

Gl. BER~TR LA:\1Pt:N"G, 

Menimbang a.	 bahwa dalam vtangka penanganan aksi unjuk rasa yang berkaitan dengan 
terjadinya konflik di daerah Provinsi Lampung perlu dilakukan pemantauan. 
monitoring dan idt:miilk.asi permasaiahan \ ana berkanan J':fit!,UII UIlI' u], rasa Ji.	 "'"' "-. 

daerah Provinsi Lampung: 

~	 bahwa sehubungan dengaa maksud h1]fUf::'. tersebut diatas. :::J.gaJ· r,:-I?,k<:.'ma::l1"nya 
dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna 
dipandang perlu membentuk Dewan Pembina dan Tim Penanganan Unjuk Rasa 
berkaitan dengan xonflik di Daeran Prov insi lampung Jan menetapkanny a 
dengan KeputusanGubernur Lampu;;~; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang N"HTIOr 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara: 

Undang-Undang j -omor 3: Tahun :'00"+ tentang Pcm~rir'''<ih,i\) Odd"h 
sebagaimana telah heberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
11 Tahun ]008; 

3.	 Peraturan Pemerimah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengclolaan Keuangan 
Daerah: 

4.	 Peraturan Pemerinrah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi. dan 
Pernerintahan Daerdh Kabupaten.Kota: 

5.	 Peraturan Pemeriniah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata C3r~~ Pelaksanaan 
Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubemur sebagai Wakil 
Pemerintah di \\ ilayah Provinsi: 

6.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 1] Tahun 2006 tentang Komunitas 
Intelijen Daerah: 

7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri NomOI' 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan 
Dini IIV!J."yJf3b t di l)aerah: 

8.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi 
dan Tatakerja Inspektorat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 
Lernbaga Tekn.i::. D'lc'rah Pro, ins! La.npung. 

9.	 Peraturan Daeran Provinsi Larnpung Nornor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Bel.mja Daerah Prov'nsi Larnpung Tahun \~;;G;::~':::~ ~(\! 1. 



Meneapkan 

KESATU 

KEDPA 

KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

MEMUTUSKAN: 

K.EPU rUSA'l\ UUBERNUR T\::.;\l ANLJ P/-~MBtN rUKAN LJE \\ r\l'" Pl::.;\18rt',,/\ 
DAN TIM PENANGrANAN lJNJUK RASA BERKAITAN DENGAN KONFLIK DI 
DAERAH PROVINSI LAMPU~G TAHL:~ 2U 11 

Membentuk Dewan Pembina dan Tim Penanganan Unjuk Rasa Berkaitan Dengan 
Konflik di Daerah Provinsi Larnpung Iahun 20 l l , dengan susunan personalis 
sebagairnana tercanturn .lalarn Larnpiran i dan Larnpiran II Keputus.ui ini, 

Dewan Pembina dan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai 
tugas sebagai berikut: 

1.	 Dewan Pembina mempunyai tugas: 
a.	 menyiapkan rurnusan kebijakan dan menganalisa data serta informasi dalam 

rangka perumusan kebijakan guna terlaksananya penyelesaian masaiah: Jan 
b.	 membantu Kepala Daerah merumuskan kebijakan pembinaan dalam memelihara 

Kewaspadaan Din] Masyarakat: 
1.	 Tim Penanganan Unjuk Rasa mempunyai tugas: 

a.	 melakukan pemantauan lapangan dan monitoring terhadap aksi unjuk rasa: 
b.	 menginventarisir data dan permasalahan yang berkaitan dengan aksi unjuk rasa: 
c.	 mengidentifikasi permasalahan yang tirnbul terkait dengan terjadinya konflik di 

daerah Provinsi Lampung: 
d.	 mengkaji dan mengevaluasi data dan infonnasi dalam rangka penanganan 

konflik: 
e.	 menyusun laporan secara berkala hasil kegiatan Tim: dan 
f.	 menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Gubernur 

Larnpung: 

Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pembina dan Tim Penanganan Unjuk Rasa 
berkaitan dengan konflik di Daerah Provinsi Lampung dibentuk Sekretariat Tim yang 
berkedudukan di Ba.lan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov insi Lampung 
dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini, 
dengan tugas sebagai berikut: 
a.	 mernbenkan pelayanan teknis dan administrasi kepada Tim Penanganan Lnjuk 

Rasa: 
b.	 memfasilitasi dan membantu pelaksanaan tugas Tim Penanganan Unjuk Rasa: 
c.	 rnelaksanakan tugas bin yang diberikan oleh Ketua Tim Penanganan Lnjuk Rasa: 

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pembina dan Tim Penanganan Unjuk Rasa 
berkaitan dengan konflik di Daerah Provinsi Larnpung melaporkan hasil 
pelaksanaannya dan bcrtanggungjawab kepada Menteri Dalam :\egeri rneialui 
Gubemur Lampung dengan tembusan Menteri Koordinator Politik. Hukum dan 
Keamanan Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Republik Indonesia . Kepala 
Kepolisian Republik Indonesia. dan Kepala BD: Republik Indonesia. 

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 
Anggaran 2011. pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada kegiaran Pcnanganan Lnjuk Rasa 
berkaitan dengan Konf1ik Daerah dengan Kode Rekening 1.19.1.19.01.25. 
01.5.2.1.01.01. 



i 

KEENAM	 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan uu sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Penanganan Unjuk Rasa Berkaitan 
Dengan Kontux 01 iJaeH1Il PrO' IIlSl Larnpung 

KEHUUH Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal Januari 2011 sampai dengan 
~ <I '!l	 ~ ~ 

_'I U<:S";;IlHJ~l .;.V I 1. lh':l,galt ~~lellilidlJ «puou« 01~eHJUlJldli jlal, ,,,'fl,: <tId 'd....apdl 

h."M:,lfLiar" ..twaIn h.~JllJ.ldo.an 1m al\uJt Ulaudl\.an pt::nlrH:luictl1 ..,~-r.agi.1;'-HdlW !Il\;;)l((j~a. 

1.	 Menteri Koordinator Politik. Hukum dan Keamanan RI di Jakarta: 
Mcnteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 
\.1_nt- ...... r; O';':;'I-f-:oh'l-rvYI1 P T rH T.. l:"l.rt'l· 

4.	 Kenala Kepolisian R1 di Jakarta: 
5.	 Kepala Badan Intelijen Negara Rl di Jakarta: 
c: I." ~ •..• 1\r)T)r'1,. !"}_, __ : ........ : ~ .'.~~~ ............. - ~: T .~"l·t..... j.-."""
 

...... ~' .• -, •• ~ .... -~ '-J ••• ~=' -.~- .. ""~~~~~"'~~~.-C'~
 

7.	 Pala Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung: 
8.	 lnsoektur Provinsi Lampung di Bandar Lampi.ng: 
:~ l~ I n" T~ I. f") • r '-r ~ ~ ~ 

"J. r ...\,. ,~ ..... ~ .... U.L...V ;,'''' .............. i;)=-'"'".i ...) .... t.~ .l< ;,...>" .i.l.,J.I LUJ~.~UI.~,:::-~•• '....."'....l'.'.....~l- .....He~ 

10.	 Keoala Biro HukumSetda Provinsi Lampung di Telukbetung: 
r , 

Ditetapkan di Telukbetung 
, ''''l{j_ ~"',

jJL.1u...... lL!.d..J.t:'CoLLi. 0" """"'_VJl. ~ 



LAMPlRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/ /b6 /Il.03/HK/2011 
TANGGAL : ;;;,J- '1 - 2011 

SLJSLJNAN PERSONALIA DEWAN PEMBINA PENANGANAN UNJUK RASA 
BERKAJTAN DENGAN KONFLIK DI DAERAH PROVINSI LAMPllNG TAHLIN 2011 

"""I 

II KEDUDUKAN 
I 

NAMA/JABATANIINSTANSI DALAMDEWANNO I 
PEMBINA 

11 2 3 

1 Wakil Gubernur Lampung Ketua1 
-.-- -:

BESARNYAI i 
I 
I 

HONORARIliMI I KETER-\NGAN II 
BULAN (RP.) I i 

-----I! I4 5 
I 

2 

3 

4 

5 

6 

Sekretaris Oaerah Sekretaris 
Provinsi Lampung 

Asisten Bidang Pemerintahan Sekda 
Provinsi Lampung 

Anggota 

Kapolda Lampung Anggota 

Danrem 043 Gatam Anggota 

Kaposwil BIN Lampung Anggota 

I I 
1 

7 IKapala Bada.n ~esbang dan Politik 1 Anggota 

~Daerah ProVlnsl Lampung 

I 250.000 

250.000 

200.000 

200.000 

200.000 

200.000 

L

200.000 

GUBER
 

I I 
I! 

i I 
iDiberikan 
i honorarium mulai I 
I . .

i 1 Januan sampal 
.dengan 31 
Desember 2011 
yang dibebankan 
kepadaAPBD 
Provinsi Lampung 
Tahun Anggaran 
2011 pada 
Dokumen 
Pelaksanaan 
Anggaran (OPA) 
Badan Kesbang 
dan Politik Daerah i 

Provinsi 
Lampung Kode 
Rekening : 
1.19.1.19.01.25. 
01.5.2.101.01 

----'- _ 



LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/ I&b JII.03/HK/2011 
TANGGAL : J. rJ - '] - 2011 

SUSUNAN PERSONALIA TIM I>ENA1\GANAN UNJUK RASA BERKAITAN DENGAN KONFLIK 
DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011 

II	 1 -- BESARNYA
INO I NAMNJABI\TA'\V"NSMNSI KEDUDU_~NDALAM HONORARIUMI KETERANGAN 

: I 11M BULAN (RP.)
 

11 2 1 - 3 4
 5 

1.	 -[Kabid Penanganan Konflik 
Badan Kesbang dan Politik Oaerah 1
Provinsi Lampung 

2.	 IKabid. Pengkajian Masalah Politik 
Strategis Badan Kesbang dan Politk 
Daerah Provinsi Lampung 

Kasubbid Analisis Potensi 3.1
Badan Kesbang dan Politik Daerah 
IProvinsi Lampung) 

,I 

Kanit IIllntelkam 
Polresta Bandar Lampung 

Suryo 
(ANEV) BIN Lampung 

5. 

I 
Ichwanudin
 
!(Anggota Intel Korem)
 

16 . 

I 

1 .Ridwan Zaelani 7.1
(Anggota BIN) 

I_~ __-----

Sekretaris 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

175.000 

150.000 

150.000 

150.000 

150.000 

150.000 

150.000 

I 

IOiberikan
ihonorarium rnulai 1 
[Januan sampai 
idengan 31 
iDesember 2011 
,yang dibebankan 
Ikepada APBD 
:Provinsi Lampung
iTahun Anggaran 
I 
;2011 pada 
:Ookumen 
I
[Pelaksanaan 
JAnggaran (OPA) 
iBadan Kesbang dan 
IPolitik Oaerah 
!Provinsi Lampung 
!Kode Rekening : 
11.19.1.19.01.25. 
101.5.2.1.01.01 

GUBE 

/ 



LAMPIRAN III: KEPUTUSAN GUBERL"JUR LAMPllNG 
NOMOR : G/ 161::> /II.03/HK/2011 
TANGGAL ;; 6l - ? - 2011 

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT PENANGANAN UNJUKRASA BERKAITAN 
DENGAN KONFLIK DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHliN 2011 

BESARi"fYA
 
HONORARIUM;
 

BULAN (RP.)
 
/:0 [ NAMAIJABATANilNSTANSI 

Badan Kesbang dan Politik 
Daerah Provinsi Lampung 

I 

2	 Drs. Kusnadi I
 
(NSU Badan Kesbang dan Politik
 I 

I Daerah Provinsi Lampung) I 
3,	 Nety Haryati, S.Sos I
 

(NSU Badan Kesbang dan Politik I
 
Daerah Provinsi Lampung) I
 

I 
I 4.	 Urni M Rifatin I
 

(NSU Badan Kesbang dan Politik I
 
Daerah Provinsi Lampung)
 

5.	 Jamaludin I 
(NSU Badan Kesbang dan Politik I 
Daerah Provinsi Larnpung) 

I 
6.	 Asmawi \
 

(NSU Badan Kesbang dan Politik I
 
Daerah Provinsi Lampung) I
 

7.	 Romli I 
(NSU Badan Kesbang dan Politik I 
Daerah Provinsi Lampung) I 

8,	 Edi Mawan I 
(NSU Badan Kesbang dan Politik i 
Daerah Provinsi Lampung) II' 

9.	 Doni E. Putra, S.Sos 
(NSU Badan Kesbang dan Politik ; 

II Daerah Provinsi Lampung) i 
I 10M. Ilhamsyah	 I 
III! . (NSU Badan Kesbang dan Politik I
 

: Daerah Provinsi Larnpung) I
 
I , V· . SI FI	 I , 11., ierzam, .. I I' 

I (NSU Badan Kesbang dan Politik , I 

I L
Daerah Provins; Lampung) 

KETERANGAN
 

5
 

Diberikan 
honorarium mulai 1 
Januari sampai 
dengan 31 
Desember 2011 
yang dibebankan 
kepadaAPBD 
Provinsi Lampung 
Tahun Anggaran 
2011 pada 
Dokumen 
Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) 
Badan Kesbang dan 
Politik Daerah 
Provinsi Lampung 
Kode Rekening : 
1.19.1.19.01.25. 
01.5.2.1.01.01 

L 

3
 

Koordinator 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

-----'
 

4
 

175.000 

150.000 

150.000 

150.000 

150.000 

150.000 

150.000 

150.000 

150.000 

150.000 

150.000 

--l 




